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Abstract

Langnage, as Chomsky explains, is the representation of one’s
thoughts. 1t is his/ her expressions and psychological responses to the
surrounding milieus. Thus, studying religions typology from the
perspectives of language is scientifically made possible. This article
studies the moderate mainstream of Nabdhatul Ulama (NU), one of
Indonesia’s Islamic organizations, from the Arabic words wused in
Babtsul Masa’l, the corpus of study series held by elite members of
the organization in responding to contemporary issues.

There are so many Arabic loan words in the book of Babtsul
Matsail. Most of them are related to aspects of believe and
Jurisprudence, including terms on rituals for the death. Even thongh
the Arabic words have their corresponding words in Indonesian
langnage, this explains —among which- that Arabic loan words sound
more associated to Islamic spirits. Nevertheless, the absence of terms
in connotation to political Islam could strongly indicate that the
organization, as like Mubammadiyah- does not have any missions to
establish Islamic state. Republic of Indonesia with Five Principles of
the state, according to NU s final with no need to change it with any
other ideology.

syl

9 @bl (a3 Gl e Blie (2 (Sungdd Lie e LS il
Slalall e dily @ ele W sl dplzinl b e iSO
Jaally @i o oSer Adpdl Zeill ol laaddl Awlyud lia eo
Gy (Saungdd] Abgmilly dlaall opas alusiwby gsalll
oo elelall Lag” A g Aduull Ayl Wl sda § Ll
(Al Jal) crad! azme 2 gl "diladl dmy QLS s
Leladge JS aay Holall



aLgaz (Vol.2 No.2 [Juli-Desember] 2014 1SSN: 2539-2862)

G Bouaie BAS Aoy Skl o Ul Loy Gl
U3 Gl ooy . heall daally galaze¥! Jlell § Laedily (ol
AST oYl 90l S &yl e Al S sl ¢
13 aag L aall 3 LS Aslall AaY AnigiY! SLdSI (e Lo
Ay L) doleadly (ST G Apall SISl 3959 pue (ld
ssliie 48 lda ey LY Db 2las ol e andl aad o )
Ll (2 ezl ggoldl (o Lavie Loy oY 4 sgazd] A

Lapead dI et Y9 DU s

A. Latar Belakang Masalah

Hingga hari ini, ilmu bahasa dan sastra, oleh umumnya kalangan,
termasuk para pemegang kebijakan di Indonesia, dikategorikan sebagai
ilmu murni. Akibatnya, acapkali, pendanaan riset untuk ilmu murni
semacam bahasa dan sastra kurang/tidak seterbuka ilmu lain yang
dinilai sebagai ilmu terapan. Bahkan, lebih menyedihakan lagi, itu juga
berlaku dalam pagu anggaran yang dimiliki perguruan tinggi yang
secharusnya menyetarakan ilmu murni dan terapan, karena di perguruan
tinggi dimungkinakan riset yang bukan action reseacrh.

Kategorisasi seperti itu tentu saja sesungguhnya problematik.
Alasannya, ilmu terapan yang melahirkan teknologi misalnya sangat
bertumpu pada ilmu murni. Konon inilah yang membedakan dunia
Islam seperti Turki yang telah melakukan modernisasi mengikuti garis
Eropa sejak abad ke-18 dengan Jepang yang belakangan (abad ke-20).
Jepang melakukan modernisasi termasuk industrialisasi (teknologisasi)
dengan berbasis ilmu murni. Karena itu, Jepang jauh melesat, karena
basis dari teknologi/industrialisasi sesunguhnya ilmu murni. Bahkan,
dalam industri mobil, Jepang bisa melampaui capaian-capaian Eropa
dan Amerika Serikat. Jepang, antara lain karena kuatnya penguasaan
ilmu murni, bisa mendominasi pemasaran mobil di dunia. Sementara
dunia Islam seperti Turki—karena mengembangkan industri dan

teknologi tidak berbasis ilmu murni—tertinggal.
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Selain itu, saat ilmu murni semisal bahasa dan sastra dikaji secara
interdisipliner, kajian bahasa dan sastra yang dianggap ilmu murni itu
sesunguhnya sama terbukanya untuk bisa menjawab langsung problem-
problem sosial dan alam kekinian seperti persoalan terorisme atau
radikalisme agama yang kini menjadi problem bangsa dan negara.
Karenanya, pembagian ilmu murni dan terapan, sesungguhnya menjadi
tidak relevan.

Karenanya, kuatnya pembagian ilmu pada ilmu murni dan
terapan, dalam konteks studi bahasa dan sastra, agaknya bisa dirunut
pada tradisi  kajian bahasa dan sastra yang umumnya bersifat
monodisipliner, baik atas bahasa dan sastra Indonesia maupun asing
seperti Arab. Berdasarkan pengalaman sebagai penguji proposal skripsi,
tesis, dan disertasi dalam studi bahasa dan sastra dan juga laporan
akhirnya, proposal yang diajukan atau laporan yang sudah jadi,
mayoritasnya bersifat monodisipliner, meski kecenderungan itu kini
sudah mulai berkurang. Bahkan, hal itu juga berlaku pada proposal riset
kebahasaan dan sastra yang diajukan para dosen kepada lembaga/pusat
penelitian seperti di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Mayoritas
proposal yang diajukan para dosen bahasa dan sastra, murni kajian
bahasa/sastra, yang tidak kontekstual sama sekali dengan persoalan
kebudayaan di luar bahasa dan sastra, apalagi sosial politik dan
ekonomi. Meski mungkin dipengaruhi oleh pragmatisme, karena cara
itu lebih mudah, juga agaknya sebagian bersifat ideologis, karena soal
lain ada ahli lain yang mengurusnya.

Dalam studi bahasa, asal usulnya bisa dilacak dari teoti
strukturalisme De Saussure (1857-1913). Ia menyarankan kajian bahasa
bersifat intralinguistik yang sinkronik (7z'ashuriyyab), yaitu kajian atas
bahasa sebagai tindak bahasa atau kata apa adanya, berdasarkan
fenomena bahasa yang tampak, baik sebagai fonologi, morfologi,
sintakisis, dan semantik, yang terikat oleh ruang dan waktu. Bahasa
tidak harus dilihat dalam hubungannya dengan fungsi pendidikan atau
tujuan-tujuan lain di luar dirinya. Teori De Saussure yang sering

disebut teori deskriptif (washfiyyah) ini ingin membebaskan kajian
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bahasa dari lingkungan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sejarah, filsafat,
atau ilmu kebudayaan lain. Teori yang menekankan ekstrinsikalitas
bahasa, bagi De Saussure, kurang meyakinkan, bahkan tidak ilmiah.
Teori deskriptif de Saussure ini, terutama menolak teori historisitas
bahasa yang mengkaji perubahan bahasa sepanjang masa, baik fonologi,
morfologi, sintakisis, dan sistem sintaktikalnya.1 Kajian historis bahasa,
karena mengkaji bahasa dalam jangka waktu yang panjang
(diakronik/#drikbiyyah)  dinilai sulit diukur dan kajian bahasa yang
bersifat ektralinguisitik kurang empirik. Karenannya, dinilai de Saussure
tidak ilmiah.

Meski begitu, teori deskriptif de Saussure di atas ditolak oleh
teori yang lahir belakangan. Terutama, teori mentalistik (naghariyyah
‘aqliyyah) atau transformatif (fahwiliyyah) Noam Chomsky (Lahir 1928)
yang dipakai dalam riset ini, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih
lanjut. la memandang bahwa bahasa merefleksikan pikiran
penutur/penulisnya. Bahasa merupakan ungkapan dan respon kejiwaan
penulis/penuturnya atas rangsangan lingkungan yang melatari. >

Berdasarkan penjelasan di atas, mengkaji pola keagamaan lewat
kajian bahasa berarti dimungkinkan. Dalam kajian kebudayaan, agama
adalah sistem/pola kepercayaan yang dipraktikkan dan itu berarti
bagian dari pola pikir dan pola rasa. Agama bukan saja bagian dari
kebudayaan dalam pengertian sempit melainkan juga luas, yaitu wujud
ide, wujud tindakan, dan wujud benda.” Mengingat bahasa merupakan

cerminan pola pikir dan pola rasa yang bisa diteliti lewat teori

! Mahmuad Sulaiman Yaqat, Manbhaj al-Babts al-Lughawt, (Iskandaria: Dar al-
Ma‘rifah al-Jami‘iyyah, 2002), hal. 109-129.

2 Noam Chomsky, Cakrawala Baru Kajian Bahasa dan Pikiran, Tetjemahan dari
The New Horizons in the Study of Langnage and Mind, Jakarta: Logos, 2000, h. xvii-xix,
Sumarsono, Buku Ajar Filsafat Babasa, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 82-84, dan
Mahmad Sulaiman Yaqat, Manhaj al-Babts al-Lughawi, hal. 133-155.

3 Soal ini lihat Parsudi Suparlan (Ed.), Manusia, Kebudayaan, dan Lingknngan,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1996), Cet Ketiga, hal. 69-109, 5, Koentjaraningrat, Pengantar
Limu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), Cetakan VIII, hal. 10-11, 186-204 dan
Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi 1lpn-Ilmn Sosial, Jilid I, Terjemahan oleh
Haris Munandar dkk. dari The Soscial Sciences Encyclopedia, (Jakarta: Rajawali Pers,
2000), hal. 200-201 .
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mentalistik dan semantik sintaktikal, maka kajian atas pola keagamaan
moderat atau sebaliknya (radikal) lewat teks-teks kebahasaan dalam
liteartur keislaman kontemporer di Indonesia bisa dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah. Katena itu, tulisan ini ingin meneliti/mengkaji
pola keagamaan moderat yang dianut NU (Nahdhatul Ulama)
sebagaimana bisa ditemukan dalam Babtsul Matsail, buku rujukan
kalangan Nabhdhiyyin (anggota NU), karena buku ini adalah hasil
muktamar NU dari waktu ke waktu.

Agar fokus, maka tulisan ini akan mengkaji kata serapan dan
ambilan Arab yang ada dalam Babtsul Matsail. Pertanyaan/rumusan
kajian yang ingin dikembangkan/direspon dalam tulisan ini adalah: (1)
apa benar, kata serapan dan ambilan Arab yang dipakai dalam teks-teks
keagamaan Islam di Indonesia kontemporer bisa menunjukkan pola
keagamaan? Misalnya, apa benar kata serapan dan ambilan Arab dalam
Babtsul Matsail menunjukkan pola keagamaan modrat NU? (2) Apakah
benar makin moderat suatu kelompok keagamaan, maka kata
serapan/amabilan ~ Arab yang dipakai, terutama dalam buku
rujukannya, makin sedikit?

Dua pertanyaan/rumusan kajian dalam tulisan ini dimunculkan,
karena didasarkan pada asumsi bahwa bahasa Arab memiliki
dimensi/citra makna keagamaan yang lebih tinggi ketimbang bahasa
Indonesia, yang karenanya memiliki daya tarik/sentiment keagamaan.
Bahkan, bahasa Arab juga memiliki keunggulan dalam menampung
konsep-konsep keagamaan yang dalam bahasa Indonesia sering kali
tidak ditemukan, seperti dulu dikeluhkan Hamzah Fansuri. Hamzah
Fansuri pun kemudian melakukan destruksi terhadap bahasa Melayu
klasik dengan memasukan banyak kata Arab dalam puisi-puisinya demi
gagasan sufistik dan estetika bahasa. Dalam puisinya yang berjumlah
400 bait pun terdapat sekitar 800 kata Arab.’

Saat ini, kata serapan Arab jumlahnya lebih banyak lagi.
Diperkirakan ada sekitar 2.000 - 3.000 kata serapan Arab dalam bahasa

4 Abdul Hadi WM., Tasawnf yang Tertindas, Kajian Hermeneutik terhadap Karya-
Karya Hamzah Fansuri, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 204-313
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Indonesia saat ini. Bahkan, kemungkinan besar bisa lebih. Lebih
banyak lagi, jika yang dihitung juga kata ambilan yang belum menjadi
bahasa Indonesia serapan Arab, tetapi dipakai dalam literatur keislaman
atau literatur tentang bahasa dan sastraArab kekinian yang dituis dalam
bahasa Indonesia.’

Kajian moderatisme Islam dalam tulisan ini dimunculkan, karena
kini Indonesia dilanda problem radikalisme Islam, baik secara
pemikiran maupun gerakan. Radikalisme Islam dalam bentuk
pemikiran bisa dilihat dari HTT (Hizbut Tahrir Indonesia) sebagai salah
satu elemen gerakan Islam kontemporer. Alasannnya, karena bagi HTI,
negara Indonesia adalah negara kafir, dan demokrasi adalah haram. Ia
memang berbeda dengan JI (Jamaah Islamiyyah) yang radikal secara
tindakan. Jika menurut JI, karena Pemerintahan Indonesia kafir, maka
boleh diperangi, maka menurut HTI, negara ini meski kafir tidak harus
diperangi, tetapi didakwahi saja.(’

Tentu saja Indonesia juga dilanda terorisme berjubah
Islam/radikalisme tindakan. Terorisme kini, seperti korupsi, cenderung
hilang satu tumbuh “seribu”. Terorisme berkedok agama sat ini seolah
tak pernah mati. Pada periode awal Reformasi hingga tahun 2009,
terorisme dilakukan oleh anggota JI yang didirikan oleh Abdullah
Sungkar 1992. Mereka adalah para alumni Perang Afganistan tahun
1990-an seperti Imam Samudra dan Amrozi, pelaku bom Bali 1 2002,
dan alumni kamp pelatihan militer Hudaibiyyah di Mindanau seperti
Noordin M. Top dan Dr. Azhari, para pelaku terorisme pasca bom Bali
I. Setelah kematian Noordin M. Top tahun 2009, ternyata terorisme
makin berkembang, paling tidak dilihat dari sisi jumlah kasus.
Terorisme pasca tahun 2009 adalah rekor dalam sejarah terorisme di
Indonesia, dilihat dari intensitasnya. Sepanjang tahun 2011, terdapat 10
kasus terorisme. Sedangkan di tahun 2012 terdapat 14 kasus, dan di
tahun 2013 terdapat 12 kasus. Jumlah teroris yang tertangkap juga jauh

5 Lihat pttp:/ / id wikipedia.org/ wiki/ Daftar kata_serapan dari_babasa Arab

6 Sukron Kamil, “Masjid, Konflik, Perdamaian, dan Radikalisme Islam: Studi
Kasus Masjid Raya al-Muttaqin, Ternate, Maluku Utara”, dalam Ridwan al-Makassari
dkk (Ed)., Magjid dan Penbangunan Perdamaian, (Jakarta, CSRC, 2011), hal. 248.
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lebih banyak ketimbang sebelumnya. Di tahun 2011 ada 84 orang yang
tertangkap dengan tuduhan sebagai teroris. Di tahun 2012, ada 89
orang dan di tahun 2013, ada 87 orang. Sumber lain, bahkan, menyebut
untuk tahun 2013, jumlah teroris yang ditangkap mencapai 94 orang. ’
Diharapkan, dengan menampilkan pola keislaman moderat NU
dalam tulisan, laju radikalisme Islam, baik pemikiran maupun gerakan
bisa berkurang. Paling tidak, ikut berpengaruh pada berkurang atau

bahkan terhentinya radikalisme pemikiran dan terutama gerakan.

B. Kata Serapan/Ambilan Arab dan Teori Bahasa yang
Digunakan

Dalam riset ini, apa yang dimaksud dengan bahasa terutama
adalah kata serapan dan ambilan Arab. Kata serapan adalah kata yang
berasal dari bahasa lain (bahasa non Indonesia seperti Arab atau
Belanda/bahasa daerah) yang kemudian diserap menjadi kosa kata
Indonesia. Ejaan, ucapan, dan tulisannya pun disesuaikan dengan cara
menutur masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosa kata. Hal ini
karena setiap masyarakat bahasa memiliki tata cara yang digunakan
untuk  mengungkapkan gagasan dan perasaan atau untuk
menyebut/mengacu pada benda-benda di sekitarnya. Kata-kata yang
dihasilkan tetjadi melalui kesepakatan/konvensi masyarakat. Dalam
studi bahasa, ini sering disebut dengan sistem bahasa yang lahir secara
artbitrer,’ meskipun sebagiannya lahir oleh karena ada hubungan kausal
antara makna dengan bahasa. Bahasa juga bisa lahir saat terjadi
hubungan dengan masyarakat bahasa lain mewakili gagasan/konsep
dan rujukan atas benda baru tertentu. Kata baru pun lahir yang diserap
oleh bahasa yang terpengaruh dari bahasa yang mempengaruhi/datang,
dengan mengambil kata yang digunakan oleh masyarakat luar yang

mempengaruhi dan menjadi asal kata baru itu.

7 Media Indonesia, Kamis, 2 Januari, 2014. Untuk daftar sebagian besar kasus
terorisme 2010-2013, lihat Ansyaad Mbai, Dinamika Barn Jejaring Teror di Indonesia,
(Jakarta: AS Production Indonesia, 2014), hal. 66-73 dan lihat juga hal. 21

8 Soal ini lihat Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002), hal. 32.
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Adapun yang dimaksud kata ambilan adalah kata kata pinjaman
dari bahasa lain, baik daerah maupun asing. Biasanya masih asli atau
masih seperti yang dipergunakan dalam bahasa asli/sumbernya. Ia
diungkap dengan ditransliterasikan ke bahasa yang terpengaruh/
sasaran. Ia juga belum masuk kosa kata resmi bahasa Indonesia.

Untuk membedakan kata serapan dan ambilan dapat kita
pergunakan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) produk Pusat
bahasa Nasional. Kata serapan adalah kata asing yang sudah masuk
kedalam entri kamus tersebut. Kata serapan adalah kata yang sudah
diserpa dalam bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan masuknya kata
itu ke dalam kamus. Sedangkan kata ambilan adalah kata asing yang
seting dipkai dalam literature/buku, tetapi jika membuka kamus KBBI,
kata itu belum ada di dalamnya. Dalam literatur/buku yang
memnggunakan bahasa ambilan pun masih ditulis dengan miring dan
harus ditransliterasikan untuk menunjukkan itu masih bahasa asing,
meski mungkin sudah dikenal. Paling tidak di kalangan tertentu yang
akrab dan bagian dari wacana yang berkembang di antara mereka.

Sejauh yang bisa dipantau, kata serapan Arab dalam bahasa
Indonesia bisa dibagi kedalam empat bagian: pertama, lafal dan artinya
yang masih sesuai dengan aslinya dalam bahasa Arab, meski dalam
penulisan sebagian mengalami perubahan. Mislanya kata abad, adil,
bakhil, batil, barakah, musyawarah, dan mungkar. Kedwua, latalnya
berubah, namun artinya tetap/sama dengan Arab. Misalnya berkah,
atau berkat dari kata barakah; lalim dari kata ghalin; makalah dari kata
maqalah; dan kata resmi dari kata rasmi. Ketiga, lafal dan arti berubah
dari lafal dan arti semula dalam bahasa Arab. Misalnya, keparat --yang
dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian (sepadan dengan kata
“sialan!”)-- berasal dari kata kafirat yang berarti kekafiran. Logat dalam
bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata /Jughabh
dalam bahasa Arab yang bermakna bahasa. Keempat, lafalnya sama
tetapi artinya dalam bahasa Indonesia berubah. Misalnya kata ahli dan
kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat bermakna rangkaian kata-
kata, berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata.”

Lihat http:/ [ id.wikipedia.org/ wiki/ Daftar_kata_serapan_dari_bahasa_Arab
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Menurut Dr. Nikolaos van Dam, pesantren agaknya mempunyai
peran penting yang mengakibatkan banyaknya kata serapan Arab dalam
Bahasa Indonesia/Melayu. Alasannya karena justru jenis sekolah ini
mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang Indonesia asli yang
menetap di Indonesia. Para pedagang Arab yang datang ke Indonesia
biasanya tidak menggunakan bahasa Arab klasik (fushha) yang menjadi
bahasa al-Qur’an, jika berkomunikasi dengan sesama mereka atau
orang lain, melainkan bahasa ‘Gwiyab (pasaran). Mereka bahkan
umumnya tidak menguasai bahasa Arab klasik sebagaimana bahasa al-
Qur’an dengan baik. Mereka berbeda dengan para guru Islam/ulama
yang turut berperan ini."

Dalam hal ini, lahirnya kata serapan Arab dalam bahasa
Indonesia lebih banyak terkait dengan keagamaan. Karena itu, orang
yang agamanya kuat cenderung akan banyak mengggunakan bahasa
serapan. Misalnya, mereka yang menyebut orang tuanya dengan
sebutan aba (seringkali abi [ayah]) dan ummi (ibu [keduanya sudah
menjadi kata serapan Arab dalam bahasa Indonesia])!' menjukkan
dirinya berasal dari kelompok kegamaan yang taat gama. Bahkan,
sebagiannya dari kalngan Islam salafi politik yang terikat dengan partai
Islam tertentu. Inilah yang dalam kajian semantik disebut bahwa abi
dan ummi maksd/informasinya sama dengan ayah dan ibu, tetapi
secara makna berbeda. Hal ini karena cita rasa maknanya yang
berbeda,” sebagaiman dengan kata babeh dan enya, papah-mamah,
ayah-ibu, dan papih-mamih.

Tentu saja penggunaan kata ambilan Arab yang belum menjadi
bahasa Indonesia tampaknya lebih menunjukkan lagi pola keagamaan
yang lebih kuat. Di kalangan PKS yang umumnya berasal dari
kelompok tarbiyyah (salafi [islam ortodoks] politis) banyak
mengunakan kata ambilan Arab. Misalnya kata ahi (saudara), thaghsit

10ht1p:/ | bahasakita.com/ kata-serapan-arab-dalam-bahasa-indonesia.

11 Kemendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
hal. 1 dan 1243.

12- Abdul Chaer, Pengantar Semantik Babasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hal. 33-37, 59, 65-69.
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(syetan),  daulah ~ (Negara), shibghah  (bentuk/ajaran),  giyidab
(kepemimpinan), dan jaulah (petjalanan [untuk dakwah]). Kalangan
yang hampir sama seperti salafi dakwahis semisal Jama’ah Tabligh juga
melakukan hal yang sama.

Dalam  pengertian  bahasa  dengan  menekankan  kata
serapan/ambilan Arab dalam konteks kebahasaan di atas, relasinya
dengan pola keagamaan seperti moderatisme, dalam studi bahasa
(linguistik), bisa dikaji dengan banyak teori. Di antaranya adalah teori
mentalistik (naghariyyah ‘agliyyah) atau transformatif (fahwiliyyah) Noam
Chomsky (Lahir 1928) yang menolak teori deskriptif de Saussure yang
lahir sebelumnya. Dalam teorinya, Chomsky memandang bahasa
merefleksikan pikitan penutur/penulisnya. Bahasa merupakan
ungkapan dan respon kejiwaan penulis/penuturnya atas rangsangan
lingkungan yang melatari. Berbeda dengan teori deskriptif de Saussure,
objek kajian bahasa, berdasarkan teori ini, adalah seputar pengetahuan
para penggunanya dengan memahami bentuk-bentuk kalimat yang lahir
karena adanya kompetensi dan performance. Kompetensi adalah
kemampuan seseorang dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran
kepada lawan bicara/audiensnya dimana lawan bicara/audiensnya bisa
memahami. Kompetensi kebahasaan seseorang ini terkait dengan
intuisi. Sedangkan  performance adalah penggunaan rea/ atau
perwujudan berbahasa dalam berragam situasi. Pandangan Chomsky
tentang kompetensi dan performance membawanya pada kesimpulan
bahwa bahasa manusia, menurutnya, lebih banyak berasal dari faktor
bawaan ketimbang yang lain seperti struktur sosial seperti diyakini
Durkheim. Bahasa seseorang ditentukan lebih banyak secara genetis.
Sebab itu, teorinya sering disebut juga teori genetis. Seorang anak,
baginya, belajar bahasa bukan dari nol, melainkan hanya menyeleksi
pilihan-pilhan khusus dari suatu tatanan yang sudah dispesifikasi
sebelumnya. Dalam berbahasa, seorang anak sama dengan mengubah
tombol saklar dari sebuah kotak saklar untuk menyesuaikan parameter-
parameter bahasa yang dipelajari”."” Dalam khazanah Arab, teorinya ini

13 Noam Chomsky, Cakrawala Baru Kajian Bahasa dan Pikiran, hal. xvii-xix;
Sumarsono, Bukwu Ajar Filsafat Babasa, hal. 82-84, dan Mahmud Sulaiman Yaqut,
Manbhaj al-Babts al-Lughawt, hal. 133-155.
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hampir sama dengan teori Ibn Faris (941-1004) dalam a/-Shahibi-nya.
Baginya, meski bahasa berkembang sesuai dengan perklembangan
manusia penggunannya, bahasa adalah zaugifi (sebagai faktor bawaan).
Yang dijadikan rujukannya adalah QS al-Baqarah/2: 31, yiatu ayat: “Dia
(Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda di dunia)
seluruhnya”.'

Chomsky pun kemudian menyarankan mengintrogasi fenomena
bahasa (struktur kalimat) yang dikaji dengan mengubahnya dalam
bentuk kalimat lain, baik karena opsional maupun keharusan. Yang
opsional misalnya dengan mengubah kalimat aktif dengan pasif, kalimat
berita dengan kalimat tanya, atau mengubah kalimat positif dengan
negatif, karena sesungguhnya manusia dalam berkomunikasi dengan
bahasa hanya menangkap pikiran/gagasan. Bahasa dalam hal ini bisa
berubah sesuai konteks. Sedangkan kalimat yang wajib diubah berlaku
untuk struktur kalimat yang salah, baik karena secara logika kacau
maupun karena tidak sesuai aturan kebahasaan. Transformasi bahasa
juga bisa dilakukan dengan membuang, mengganti, memperluas,
meringkas, dan menambah kata atau kalimat. Ia juga membagi kalimat
pada dua bagian: struktur sederhana (struktur lahir) dan struktur dalam
(struktur batin). Struktur yang lahir tegasnya adalah apa yang ditulis
atau yang diungkap. Sementara struktur batin adalah makna
bahasa."

Teori mentalisttk Chomsky di atas sesungguhnya melanjutkan
dan mengaskan teori ideasi Plato. Dalam teori ini, bahasa bersumber
dan berhubungan dengan  gagasan/ide-ide. Bahasa bukan saja
alat/media untuk menyampaikan pikiran, melainkan kajian atas
penggunaan bahasa dengan harus merujuk pada pikiran. Gagasan atau
ide-ide merupakan titik sentral yang melahirkan dan menentukan

analisis bahasa. Gagasan adalah cermin yang tampak yang

14 Amil Badi’ Ya'qib, Figh al-Lughah al-‘Arabiyyah wa Khashd'ishubhd, (Beitut:
Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1982), hal. 41-42.

15 Mahmad Sulaiman Yaqat, Manbhaj al-Babts al-Lughawi, hal. 133-155 dan
Kushartanti, dkk (Bd.), Pesona Babasa: Langkah Awal Memahami Linguistik, (Jakarta:
Gramedia, 2005), hal. 216-217, dan lihat juga Judith Greene, A/~Tafkir wa al-Lughab,
(Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah, 1992), hal. 157-169.
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menunjukkan  keadaan  batin  internal  penutur/penulisnya.
Berkomunikasi lewat bahasa karenanya, merupakan bentuk komunikasi
pikiran."

Teori yang sebanding dengan teori Chomsky, meski dengan
penekanan yang berbeda adalah teori semantik sintaktikal dan teori
wacana. Berbeda dengan teori semantik leksikal yang mengkaji bahasa
berdasarkan fenemana leksem (satuan bahasa yang bermakna [kata atau
gabungan kata]) yang berdiri sendiri, semantik sintaktikal menekankan
bahwa makna leksikal ditentukan kata dan atau kalimat sebelum dan
sesudahnya.

Teori ini menyarankan pengkajian bahasa dengan melihat
konteks kata dan kalimat di sekitarnya. Makna suatu kata ditentukan
oleh susunan kata yang menyertai. Ia baru bisa dijelaskan saat
hubungan antra kata yang dikaji dengan kata lainnya diungkap. Bahkan,
sebagian ahli mengembangkannya hingga pada pencarian makna, bukan
hanya pada tingkat/aras kalimat melainkan wacana. Analisis
kebahasaan, dalam perspektif ini, harus sampai pada kajian atas wacana
atau diskursus apa di balik bahasa yang dinyatakan. Analisis ini melihat
tutur kata dan kalimat-kalimat lahir dari dunia kognitif penutur atau
penulisnya dengan merujuk pada wacana yang berkembang yang
mempengaruhi dunia kognitif/dorongan batinnya. Yang dimaksud
dengan wacana adalah teks utuh, baik lisan maupun tulisan, dalam
bentuk ceramah (khotbah), diskusi/seminar, makalah, percakapan,
sejarah panjang, puisi, lelucon, dan tragedi.

Wacana secara umum dibagi pada empat bagian: eksperesif yang
mengekspresikan penulisnya (enkonder) seperti catatan harian atau doa;
kesusastaraan (pusi, prosa fiktif, dan teks drama); persuasif seperti
iklan; dan referensial, baik referensi ekspositori seperti seminar dan
dialog, referensi ilmiah seperti buku-buku/literatur ilmiah, maupun
referensi informatif seperti surat kabar. Sebagian literatur bahkan lebih

menyempitkan kata wacana pada cara tertentu yang ditempuh manusia

16 Rizal Mustansyir, Filsafat Bahasa, (Jakarta: Prima Karya, 1988), hal. 109;
Ahmad Mukhtar “‘Umar, ‘I al-Dalilab, hal. 57-58.
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dalam membicarakan dan memahami dunia. Karenanya, analisis atas

tek-teks adalah analisis atas apa yang disebut paling akhir itu.'”

C. Pandangan Sosial Keagamaan Moderat NU

Secara umum pandangan sosial keagamaan NU yang berdiri 1926
dan terus berkembang hingga hari ini sangat moderat dan
mencerminkan Islam ainstrearz di Indonesia. Berdasakan ukuran-
ukuran di bawah, NU tidak memiliki ciri-ciri fundamentalisme Islam.
Dilihat dari tradisi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, terutama
Al-Quran dan hadis, NU tidaklah menafsirkan teks secara tekstual.
Penafsiran yang berkembang di NU adalah penafsiran yang kontekstual
dan kekinian seperti nanti terlihat dari beberapa pandangan social
keagamaan NU di bawah. Hal ini karena, pertama, tafsir dalam NU
dipandang sebagai produk pemikiran manusia. Jika tafsir dijadikan
acuan kebenaran yang abadi, maka sebenarnya itu menyalahi kodrat
kebenaran yang hakiki yang dianggap hanya bersumber dari Allah saja.
Kedna, tafsir juga merupakan produk pemikiran dari suatu zaman
tertentu, yang besar kemungkinan konteksnya sudah berbeda dengan
pertimbangan kontemporer.'®

Kendati demikian, kontekstualisasi penafsiran Al-Quran yang
dilakukan NU tetap berpijak pada teks. Bagi NU, pemahaman tekstual
adalah fondasi yang penting dalam memahami sebuah teks. Tidak
hanya teks keagamaan saja, tetapi juga segala macam teks, mulai dari
teks perjanjian bisnis, teks sastra, iklan, apalagi teks-teks keagamaan Al-
Qur’an dan Hadits dan referensi (kitab yang menjadi mardji* [referensi]
keislaman) lainnya.

Baru setelah pemahaman tekstual terpenuhi, NU naik ke tingkat
pemahaman kontekstual. Bagi NU, tidak ada teks yang mewujud secara
tiba-tiba. Teks lahir bukan dari ruang hampa. Karena itu, dalam tafsir

TAbdul Chaer, Pengantar Semantik Babasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hal. 8-9; J.D. Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 218-234; dan
Marianne W. Jorgensen dan Louise |. Philips, Analisis Wacana, Teori dan Metode,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 1-2.

18 Laode Ida, NU Muda: Kaum Progresif dan Seknlarisme Baru, (Jakarta: Erlangga,
t.th.), hal. 48.
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al-Qur’an dikenal adanya asbib al-nuzil (sebab-sebab turunnya ayat al-
Qur’an), dan dalam hadis adanya asbabul wurud (sebab-sebab lahirnya
hadis). Teks pun harus dipahami sesuai konteksnya. Dengan demikian,
untuk mendapatkan pemahaman  yang komprehensif, diperlukan
piranti pengetahuan seputar kondisi teks itu sendiri dan juga
konteksnya. Keduanya saling berhubungan. Sebuah teks hanya akan
berbunyi dengan ‘nyaring’, jika tidak dilepaskan dari konteksnya."”

Sebagai ormas Islam yang moderat, berbeda dengan kelompok-
kelompok fundamentalis yang kerap melontarkan istilah sesaz atau kdfir,
NU tampak “dewasa” menghadapi perbedaan pandangan dengan pihak
luar. Bagi NU, perbedaan dan keragaman adalah suatu keniscayaan dan
sebuah keindahan, asalkan kita bisa merawatnya dan saling
menghormati. Perbedaan pemahaman adalah hal yang biasa. NU
menyadari betul, pada dasarnya sebuah teks, di satu sisi, memunculkan
realitas, tetapi di sisi lain, menyembunyikan realitas yang lain. Oleh
karena itu, dalam rangka usaha memahami maksud teks, perlu sebuah
penafsiran. Maka penafsiran yang baik, adalah kembali pada
penguasaan teks dan konteksnya. Apa pun penafsiran seseorang, itu
boleh-boleh saja, asalkan telah melalui pemahaman terlebih dahulu atas
teks secara tekstual dan kontekstual. Ketika sebuah kelompok mengaku
memahami sebuah teks (sebut saja al-Qur’an atau al-Hadits) dan
memilki penafsiran terhadapanya, tetapi kelompok tersebut jelas-jelas
tidak mempunyai dua kemampuan di atas, yang akan terjadi adalah
kekeliruan. Ketika perbedaan pandangan terjadi, maka tugas kita adalah
meluruskan. Jika sulit/tidak bisa diluruskan, maka menghormati
perbedaan adalah pilihan terbaik, dengan tidak perlu membesar-
besarkannya, apalagi sampai memecah kekuatan umat.”

Tentu saja dalam praktik sejarah, NU tidak selamanya bersikap
ideal seperti di atas. Penyesatan atas kelompok modernism Islam yang
dalam melihat masalah agama/non agama langsung bersumber kepada
al-Qur’an dan hadis pada awal berdirinya NU, seperti telah dijelaskan di

Y9 Hagil Wawancara dengan Ulil Abshar, akademisi sekaligus Sekretaris Lajnah
T2’lif wan Nasyr PBNU pada 29 November 2013.
20 Hasil Wawancara dengan Ulil Abshar
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atas, menunjukkan hal ini. Pandangan pluralis itu lebih mencerminkan
pandangan NU saat ini/belakangan, meskipun akarnya telah terbentuk
sejak lama.

Sebanding dengan pandangannya atas pluralisme pemikiran
keagamaan dalam Islam, NU juga memandang kebebasan dalam
menjalankan agama adalah suatu keharusan. Alasannya, karena
Indonesia adalah  negara dengan bangsa yang majemuk. Dengan
begitu, suatu hak yang harus diakui bersama ketika penganut agama lain
ingin mendirikan tempat ibadah, meskipun kebutuhannya harus
mempertimbangkan jumlah penganut agama tersebut. Dengan kata
lain, hak itu harus diakui keberadaannya, tetapi artikulasi dari hak itu
harus mempertimbangkan konsep keadilan dan kebutuhan.

NU juga dalam keputusan Muktamarnya tahun 1999
membolehkan menguasakan urusan kenegaraan kepada non Muslim,
jika darurat, yaitu saat tidak ada kaum Muslim yang mampu, kaum
Muslimin ada yang mampu tapi dikhawatitkan berkhianat, dan
membawa manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. *'

Meski begitu, NU agaknya masih problematic dalam memandang
Ahmadiah. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur
mislanya pernah mendukung pembekuan kegiatan Jamaah Ahmadiyah,
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Juni 2008.
Bagi NU, soal keyakinan memang tidak dapat dipaksakan, namun bisa
didialogkan. Karena itu, NU mendukung SKB Ahmadiyah yang intinya
membekukan kegiatan Ahmadiyah yang menyimpang. Demikian
seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris PWNU Jatim HM Masyhudi
Muchtar. SKB Ahmadiyah itu antara lain berbunyi peringatan kepada
Jamaah Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan
kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu
penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya
setelah Nabi Muhammad SAW.*

21 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 579-581.
22 Dikutip dati www.antaranews.com 7 Desember 2013.
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Bagi tokoh NU semisal Masyhudi Muchtar, Ahmadiyah
menyimpang dari ajaran Islam dan paham NU, karena jamaah
Ahmadiyah dari aliran Qadian dan Lahore itu sama-sama mengakui
Mirza Ghulam Ahmad pernah menerima wahyu untuk menerima tugas
sebagai Imam Mahdi atau Isa Almasih. NU mendukung SKB Menag,
Mendagri, dan Jaksa Agung, karena pelarangan atau pembekuan
merupakan peluang Pemerintah dan tokoh agama untuk bertindak
sesual porsi masing-masing. Pemerintah bisa menindak secara hukum.
Sementara tokoh agama bisa melakukan pembinaan atau dialog dengan
jamaah Ahmadiyah.

Keyakinan agama memang merupakan keyakinan asasi yang tidak
bisa dipaksakan kepada orang lain. Namun, perlu dilakukan kompromi
melalui dialog. Bahkan, Rais Syuriah PBNU K.H. Hasyim Muzadi
berpendapat lebih tegas lagi. Ia menilai aktivitas dan penyebaran
Ahmadiyah ini memang harus dilarang dan dihentikan seperti SK
Gubernur Jatim atau SKB Menag, Mendagri, dan Jakgung tersebut.

Menurut KH. Hasyim Muzadi, ajaran Ahmadiyah memang harus
dihentikan, karena rawan terhadap umat Islam. Tentu saja dikecualikan
jika Ahmadiyah menjadi satu agama sendiri dan bukan bagian dari
agama Islam. Ahmadiyah tidak ada kaitannya dengan kebebasan
beragama, tapi lebih sebagai tindakan penodaan agama.”

Meskipun begitu, perbedaan keyakinan tidak bisa menjadi
pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan atau kesewenang-
wenangan. NU dalam soal Ahmadiyah ini bersikap jalan tengah
(tawassuth,  i'tiddl, musawab, tasimup). NU menyalahkan ajaran
Ahmadiyah, tapi tidak menyalahkan pemeluknya karena urusan hidayah
adalah urusan Tuhan. NU juga menyalahkan cara kekerasan yang

dilakukan FPI dan oleh siapa pun saat menghadapi Ahmadiyah.

23 Senada dengan itu, Ketua Umum PBNU KH Said Agqiel Siradj menegaskan
bahwa Ahmadiyah memang menyimpang. Ahmadiyah juga tidak sejalan dengan NU,
karena pandangan yang menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad tidak sejalan
dengan akidah NU (Aswaja [ahlussunnah wal jama’ah]). Namun, pembubaran
Ahmadiyah adalah domain Pemerintah dan NU tidak berada dalam wilayah itu.
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Seiring dengan pandangannya atas kebebasan beragama, sikap
dan pandangan NU atas perempuan. Perbedaan kodrati disadarinya
sebagai suatu kepastian. Namun, perbedaan itu tidak lantas dijadikan
alasan untuk berpandangan atau bersikap diskriminatif terhadap
mereka, terutama di ruang publik. NU melihat bahwa wanita memiliki
hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang
sama, tak terkecuali di ranah politik. Tak heran, jika kader-kader wanita
NU banyak yang terlibat dalam politik praktis. Khafifah
Indarparawansa yang ikut dalam kontestasi pemilu gubernur Jatim—
yang bersaing dengan Sukarwo 29 Agustus 2013 lalu—memperlihatkan
hal itu.

Dalam konteks ini, NU tidak memandang perbedaan antara laki-
laki dan perempuan dalam wacana fikih sebagai ketidak adilan gender.
NU tidak memaslahkan mengapa fikih mengatur batas aurat
perempuan dalam shalat? Mengapa fikih mengharuskan meng-gadha’
puasa bagi perempuan karena mensturasi? Itu semua dilakukan agar
perempuan dapat memenuhi kewajibannya sebagai sosok yang Islami,
dapat menyembah Allah dan juga dapat mengabdi kepada-Nya,
sebagaimana laki-laki. Perbedaan dalam fikih itu harus dilihat sebagai
usaha penyamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan
sebagai orang Islam. Mengingat secara fisik (nature/kodratnya)
berbeda, maka freatment-nya pun pasti berbeda. **

Dalam NU pun, isu keadilan gender telah direspon sejak lama.
Keputusan Konferensi Besar Syuriah NU tahun 1957 menetapkan
bolehnya kaum perempuan menjadi anggota DPR/DPRD. Alasannya,
karena DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk
menentukan hukum (#ubit amr /i amr), bukan untuk menetapkan
hukum (lzdm al-hukmi). Namun, mereka harus memenuhi beberapa
persyaratan, yaitu: ‘afifah (sikapnya terkendali dengan yang berusaha
menjauhkan diri dari dosa); memiliki keahlian; menutup aurat;
mendapat izin dari yang berhak memberi izin; aman dari fitnah; dan

tidak menjadikan sebab timbulnya munkar menurut agama. Dalam

24 Hasil Wawancara dengan Ulil Abshar.
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keputusan itu, kaum perempuan dinilai masuk kategori fugaha’ (orang-
orang yang bisa diterima fatwanya) yang bisa menjadi peserta
musyawarah dalam masalah hukum, yang kontroversial sekalipun.”
Meskipun diperdebatkan ulama klasik termasuk ulama mazhab,
perempuan juga boleh menjadi hakim dan kepala desa, jika terpaksa.
Pendapat Ibn Jarir yang membolehkan perempuan menjadi hakim
dalam segala urusan dalam isu ini dirujuk NU. Bahkan, NU juga
menakwil hadis: 7Tidak pernah akan sukses suatu kaum yang
menyerahkan urusannya pada perempuan”. Hadis ini, menurut NU,
tidak bisa dijadikan dalil melarang perempuan menjadi pemimpin
publik. Hal ini karena Hadis itu lebih dimaksudkan pada perempuan
yang memimpin tanpa laki-laki yang menjadi mursyid (penasehat). *

NU juga dalam salah satu keputusan muktamarnya
membolehkan perempuan bekerja pada malam hari, jika tidak ada
fitnah dan mendapatkan izin dari suami atau walinya.”’ Dalam
keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 1997, NU juga
membolehkan perempuan berperan dalam peran-peran publik, selama
mereka memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas.
Salah satu yang dirujuk dalam keputusan ini adalah QS at-Taubah: 71
yang menjelaskan perempuan mempunyai hak yang sama dalam
melakukan ketj-ketja check and balance dan juga ayat serta hadis yang
berisi mengenai persamaan manusia.”®

Meskipun begitu, tidak semua keputusan/kebijakan NU
berkeadilan gender. Dalam keputusan Muktamar tahun 1935 misalnya,
NU membolehkan nikah paksa (7bdr) atas perempiuan, selama
menikahkannya adalah ayah atau kakeknya dari ayah dan juga
memenuhi syarat £afi’ab (sebanding) secara agama. Wanita yang ‘afifah
(menjaga diri dari perbuatan buruk), jika pernikahan model

9

dilangsungkan, tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki pendosa. ?

25> Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Islam, hal. 296.

26 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Islam, hal. 338-340.
27 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, h. 501

28 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, h. 781-784
29 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematia Aktnal Hukum Islam, h. 162
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Umum PBNU, KH
Said Aqil Siroj, sebagai komponen penting dalam keberlangsungan
bangsa, NU melihat NKRI dan Pancasila sebagai sesuatu yang sudah
final. Menurutnya, komitmen NU terhadap NKRI dan Pancasila tidak
akan berubah. Keanekaragam harus dijaga sebagai wujud negara yang
terdiri dari berbagai suku. Dalam berdakwah pun, tegasnya lebih lanjut,
tidak boleh ada pemaksaan, apalagi dengan kekerasan. Hal ini sebagai
upaya NU dalam menjaga keutuhan bangsa. NU tidak sedikit pun
akan mengotak-atik empat pilar bangsa dan Pancasila. Semua elemen
NU bersama-sama mendukung Pemerintah, selama yang dijalankan
Pemerintah demi kepentingan bangsa dan umat. Sekalipun NU
terkadang melakukan kritik, kritik itu bukanlah NU mempunyai agenda
politik, selain kemaslahatan publik.”

Bagi NU, NKRI sudah Islam dan Islami. Tidak perlu lagi diotak-
atik. Penduduk Muslim sebagai mayoritas di negeri ini merupakan bukti
nyata bahwa Indonesia sudah Islami. Jika tidak Islami, tidak mungkin
Indonesia memiliki penduduk Muslim yang mayoritas melebihi negeri
di mana Islam dilahirkan. Kendati ada segelintir orang atau kelompok
yang mengungkit-ungkit, bagi NU, itu hanyalah dinamika social saja.
Suatu kewajaran dinamika terjadi dan dinamika menunjukkan adanya
kemajuan. Adalah tugas NU bersama elemen bangsa lainnya untuk
menjaga dan merawat NKRI, sebagaimana telah dilakukan para
pendahulu dari berbagai ‘pola pikir’ yang tidak sesuai dengan norma
keislaman dan keindonesiaan.”

Pandangan NU yang menganggap NKRI sudah final di atas
tentu bisa dipahami, sesuai sejarahnya yang akomodatif terhadap
realites kekuasaan yang riil. Tentu saja, sebagai ormas Islam, sikapnya
ini disertai argumen Islam yang dibangun. Jauh sebelum saat ini, NU
sejak tahun 1936 saat Muktamar NU dilaksanakan di Banjarmasin,
memandang dan menamakan Indonesia saat di bawah Pemerintahan

Kolonial Hindia Belanda pun sebagai Negara Islam. Dengan mengikuti

30 Dikutip dati www.okezonenews.com pada 7 Desember 2013
31 Hasil Wawancara dengan Ulil Abshar
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pendapat Abdurrahman al-Ba’alwi dalam  Bughiyyah  al-Mustarsyidin,
alasan NU kala itu adalah karena tanah Betawai, Jawa dan lainnya
sebelum dijajah Belanda telah dikuasai sepenuhnya orang Islam. Nama
Negara Islam tetap berlaku selamanya, meski kemudian dikuasai non
Muslim. Apalagi Umat Islam saat itu pun mampu menempatinya dan
syariat Islam yang mendasar berlaku.”

Saat terjadi revolusi melawan kehadiran kembali Belanda untuk
menjajah Indnonesia tahun 1945-an, NU mengeluarkan Resolusi
Jihad demi nasionalisme/mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Resolusi ini ditetapkan PBNU pada 22 Oktober 1945 yang melahirkan
perlawanan rakyat secara frontal dalam pertempuran antara hidup dan
mati pada 10 november 1945.%

Selanjutnya, NU bahkan berdasarkan keputusan Konferensi Alim
Ulma di Cipanas 1954 memberi jabatan kepada Soekarno dan alat
Negara yang berkuasa saat itu sebagai waliyyul amri dbariiri bisy-syankah
(pemilik pemerintahan yang dharurat karena secara riil berkuasa).
Sockarno dipandang NU sebagai penguasa yang bisa dibenarkan
agama. Di antara alasannya adalah karena dengan mengikuti pendapat
Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulimuddin, saat orang yang wara’
(bertakwa) dan berilmu tidak ada untuk diangkat menjadi imam karena
kondisi tertentu, maka boleh mengakui kepempinan politik yang ada.
Ada dua pertimbangan yang disampaikan NU kala itu: pertama, akan
lahirnya fitnah (huru hara) jika tidak mengakuinya, mengingat dalam
NU, kemaslahatan tidak boleh dihancurkan karena ingin mencapai
kemaslahatan yang sempurna. Kedua, membiarkan Negara tanpa imam
dan rusaknya tatanan hukum tidak boleh terjadi. Bahkan, dengan
mengikuti pendapat Imam ar-Rafi’i, NU membolehkan melaksanakan
semua keputusan yang telah ditetapkan penguasa yang ada, walaupun ia
bodoh atau fisig (pendosa), agar kepentingan umat Islam tidak tersia-

sia.”  Selain itu, kebijakan manipol-Usdek-nya Soekarno™ pun pada

32 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 187.
33 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 752.
34 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktual Hukun Islam, hal. 289-290.
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periode Sockrano berkuasa diterima NU dengan sepuh hati. Sikap
akomodatif—yang oleh kalangan NU dianggap sebagai upaya menata
kembali orientasi politiknya—di atas membuat NU diganjar Soekarno
dengan diberikan wewenang penuh atas Departemen Agama. Padahal,
kala itu kekuatan politik Islam turun derastis. Para pemimpin Masyumi
bahkan waktu itu dipenjarakan, karena oposisi mereka terhadap
Pemerintahan Soekarno.™

Pada tahun 1984, NU juga menampakkan sikap akomodatif
politiknya. NU kali ini menerima sepenuhnya kebijakan “asas tunggal”
Pancasil di bawah Pemerintahan Orde Baru, meski hubungannya
dengan Pemerintah renggang. Meski renggang, mengutip KH.
Abdurrhaman wahid (Gus Dur), yang kala itu dan setelahnya
memimpin NU, bagi NU: “mendirikan negara Islam tidak wajib bagi
kaum Muslimin, tapi mendirikan masyarakat yang berpegang pada
ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib.” >’

Sebanding dengan isu-isu di atas, pandangan sosial NU terhadap
Barat. Berbeda dengan kaum fundamentalis Islam, NU tidaklah
bersikap stigmatis atas Barat. NU mengambil apa yang datang dari
Barat. Namun, harus senantiasa memfilternya terlebih dahulu. Artinya,
jangan semua yang dari Barat ditelan mentah-mentah semua, baik
pemikiran maupun gaya hidup. Bagi NU, kini dunia sudah mengglobal
dan masyarakat Muslim tidak bisa menutup mata dengan kemajuan

Barat. Namun, harus penerimaan atas Barat harus disertai sikap mawas

35 Manipesto polittk mengenai UUD 45, sosialisme Indonesia, demokrasi
terpinpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Meski bagi Masyumi sikap
okromodatif NU -—dimana NU bahkan menyokong Sockarno sebagai presiden
seumur hidup dan selain itu sebelumnya tahun 1993 Soekarno diberi gelar waliyul anri,
sebagai pembenaran atas kedudukannya-- penyimpangan ajaran Islam, bagi NU
hanyalah strategi belaka. Di sinilah sebenarnya; ( 1) NU memang elastis. Salah satu
yang dijadikan dasar adalah logika pesantren, ”Apa yang tidak dapat diraih 100%,
sebagian yang diraih jangan dilepaskan”.(2) Bertemunya dua kekuatan (Soeckarno-NU)
yang sama-sama mempunyai sub kultur paternalisme. Lihat Abdul Azis Thaba, Is/am
dan Negara dalam Politik Orba, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 180-181.

3 Bahtiar Effendi, Is/am dan Negara; Tranformasi Pemikiran dan Praktek Politik
Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 98-111.

37 Lihat Akhmad Sahal, “Gus Dur dan Republik”, KOMPAS, 25 September
2012.
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diri, mengingat sudah amat banyak tradisi Barat telah mengikis tradisi
NU dan tradisi Indonesia secara umum yang kental dengan budaya
Timur. Misalnya budaya ramah dan santun yang kian lama kian
memudar.

Di sinilah perlunya apa yang dimaksud dengan zhtaris nafsaka
bisit'izh-zhann’. Kata mutiara itu berarti “jagalah dirimu dengan
prasangka buruk”. Ini berarti, kaum Muslimin harus senantiasa bersifat

kritis dengan apa yang datang dari luar.”

Di antara kebudayaan Barat
yang harsu disikapi kritis adalah konsumerisme, liberalisme, dan juga
indvidualisme.”

Sikap kritis ini ditunjukan NU antara lain lewat keputusan sidang
babtsul masa’il (pembahasan atas masalah-masalah hangat) yang sempat
mengharamkan menelaah  kitab-kitab  karangan bukan orang
Islam/Barat, kecuali bagi orang yang mengerti dan dapat membedakan
antara yang hak dan yang batil. Keputusan ini ditetapkan NU dalam
Muktamar tahun 1934 saat Indonesia masih dijajah Pemerintah
Belanda.” Saat ini, settingnya tentu berbeda, dimana kalangan NU
biasa membaca buku-buku tulisan non Muslim.

NU juga berbeda dengan kalangan fundamentalis Islam yang anti
hal-hal yang berbau sekular. Dalam batas-batas tertentu, sekaluraisme
dalam NU diterima, meski bersifat protektif dan preventif. Ketua
Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU Sulthan Fatoni, saat berbicara
dalam sesi The Role and Rationale of Secularism, Seminar Human Right and
Faith in Focus EU-Indonesia Civil Society di Jakarta, Selasa, 25 Oktober
2011 memandang ide sckularisme di Indonesia dengan alasan untuk
menjamin hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama akan
kehilangan momentum, bila tidak ditkuti dengan kajian empirik tentang
kondisi sosial budaya Indonesia. Memandang sekularisme harus disertai
krittk yang memadai. Menurutnya, pandangan Barat bahwa agama

adalah pranata intoleransi dan irasional perlu diuji secara akademik,

38 Hasil Wawancara dengan Ulil Abshar.

% Hasil Wawancara dengan Ahmad Khoirul Anam, M.Sy., Aktivis NU dan
Redaktur Pelaksana NU online pada tanggal 8 Desember 2013.

40 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Isiam, hal. 149.
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agar tidak memperuncing problem sosial budaya. Sulthan juga
berpendapat, sekularisme memang ide menarik di Barat dan menjadi
kebutuhan mereka. Namun, dalam konteks Indonesia, perlindungan
HAM dan kebebasan beragama telah berlangsung tanpa harus ada
sekularisme.

Muslim  mainstreamr Indonesia saat ini lebih membutuhkan
formulasi relasi agama dan negara yang dimaknai dengan peran agama
dalam negara, bukan dalam bentuk politisasi agama. Ia mengingatkan
bahwa dalam sebuah Negara, unsur penduduk sangat penting. Realitas
penduduk Indonesia, seperti warga Nahdlatul Ulama adalah warga
Negara yang selalu menempatkan agama sebagai nilai dan norma dalam
bersosial budaya. Negara butuh penduduk, sedangkan penduduk
butuh nilai dan norma. Kaum Nahdliyin menempatkan ajaran Islam
sebagai nilai dan norma bagi kehidupan sehari-hari. Nahdliyyin akan
selalu menempatkan agama sebagai hal penting dalam kehidupan
bernegara.”!

Meski demikian, bagi elite NU seperti Sulthan, agama sebagai
benteng dari sekularisme juga harus dipisahkan dari kepentingan
politik. Dengan begitu, agar kandungan di dalamnya bisa benar-benar
menjadi pegangan hidup masyarakat. Mungkin yang perlu dijadikan
agenda lanjutan adalah memisahkan agama dari kehidupan politik,
menghindarkan agama dijadikan kepentingan politik. Meski begitu, bagi
NU, Indonesia bukanlah negara secular murni, karena terbukti sampai
hari ini negara masih mengurusi urusan agama. Departemen Agama
atau Kementerian Agama hingga kini masih eksis.

Walaupun begitu, NU sebagai ormas Islam moderat sama dengan
kaum fundamentalis yang sama-sama tidak anti teknologi. Dalam NU,
teknologi malah dijadikan sebagai tradisi, meski terkesan paradok,
bagaimana mungkin memadukan teknologi dengan tradis. Bagi NU, di
tengah era pos modernisme, penggunaan teknologi adalah suatu
kewajaran, bahkan suatu kebutuhan. Di tengah zaman global yang tak
ada lagi batas ruang dan waktu, sikap NU dan kaum Muslimin justru

4 www.nu.or.id diakses pada tanggal 7 Desember 2013.
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harus semakin dekat dengan teknologi. Jika tidak, NU dan kaum
Muslimin akan tertinggal. Namun begitu, di tengah derasnya arus
modern, tradisi harus tetap dipegang. Di situlah kehebatannya, yaitu
tatkala mampu mempertahankan tradisi dan mengemasnya dengan
teknologi. Sebagaimana terhadap Barat, kaum Muslimin harus
menjauhi sisi negatifnya dan ambil sisi positifnya. Ini sesuai kaidah
fikih: al-Mubafazhah ‘ald al-gadin al-shilih wa al-akhdzu bi al-jadid al-
ashlah” (Menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru
yang lebih baik). Teknologi informasi misalnya, sisi positifnya antara
lain, membangun jaringan untuk ekspansi dakwah, menyebarkan
informasi dari pusat kepada kaum Nadhiyin yang ada di pelosok.
Karenanya, NU sudah memiliki jaringan website ## online dan juga TV-
NU berbasis satelit.

Sebagai ormas Islam moderat, moderatisme NU bisa dilihat dari
pandangannya atas terorisme.” Bagi NU, jihad adalah satu hal dan
terorisme adalah hal lain lagi. Jadi, tidak ada hubungan antara jihad dan
terorisme.

Jika ada terorisme yang berdalih membela Islam, maka pada
hakikatnya itu adalah kekerasan yang mencari pembenaran dari agama.
Itu adalah kekerasan yang mengatasnamakan agama. Jihad adalah
membela agama, sementara dalam membela agama tidak boleh
melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama itu sendiri.

Lebih jelas lagi, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama Sumut
H. Amin Husein membagi fase jihad dalam dua kurun waktu:
masa Rasulullah dan masa sekarang. Menurutnya, jihad dalam arti gita/
(perang) dilakukan ketika Rasul berada di Madinah dengan tujuan
membela  diri untuk  kepentingan  mengembangkan  agama
Islam/dakwah. Jihad dalam arti ini ada aturan-aturan. Di antaranya

adalah tidak membunuh wanita, orang tua, menghancurkan rumah

4 Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan
membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan
perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu
pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali

sasarannya warga sipil.
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ibadah, pohon, dan sebagainya.” Jihad pada masa sekarang juga
harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam tidak
mengajarkan melakukan kekerasan yang tak terarah dan tidak pada
tempatnya. Pandangannnya ini terkait dengan tanggapan terhadap
aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Bagi H. Amin
Husein, jithad ~ harus mampu mengubah citra Islam menjadi lebih
baik, bukan malah sebaliknya.*

Tokoh NU lainnya berpendapat bahwa jihad terbagi dua: (1)
Jihad al-Nafs (berjuang melawan hawa nafsu), dilakukan dengan
menerapkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.
Mislanya  berjuang meningkatkan mutu pendidikan, mutu dakwah
Islam, membantu kesejahteraan rakyat, dan hal-hal yang berkaitan
dengan kemanusiaan, (2) Jihad Qita/ (perang), dilakukan ketika
memang benar-benar Islam ditindas secara fisik, dan wilayah yang
menjadi sasaran peperangan haruslah jelas dan tidak mengorbankan
rakyat sipil. Lebih tepat lagi, wilayah diperangi adalah yang benar-benar
dar al-harb (negara/wilyah yang memerangi). Jihad dalam arti géi#d/ ini
hanya boleh dilakukan ketika umat Islam secara nyata-nyata
ditindas secara fisik. Contohnya di Afghanistan, Palestina, dan Irak.

Menurut Amin Husein, kewajiban berjihad secara fisik di
Indonesia tidak layak dilakukan, sebab Indonesia adalah negara yang
multiagama. Penganut non Islam di Indonesia tidak pernah membuat

kerusuhan secara nyata dengan mengatasnamakan agama. Non

4 Hal ini dibenarkan oleh seorang peneliti NII, Dr. Asep Usman Ismail.
Menurutnya, aksi terorisme yang menurut kaum radikalis sebagai jihad tidak dapat
dibenarkan, mengingat Indonesia tidak sedang darurat perang. Kedua, upaya meraih
mati syahid (is#isyhid) menurut mereka juga tidak dapat dibenarkan, karena mati
syahid harus berada di tangan atau senjata musuh. Namun nyatanya, mercka tewas
dengan senjata bom yang mereka rakit sendiri. Ketiga, dalam peperangan membela
agama, sebagaimana dicontohkan Rasulullah, tidak melanggar aturan agama itu
sendiri. Buktinya, para teroris membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Mestinya,
jika yang dirujuk perang pada zaman Rasulullah, wanita, anak-anak, atau rakyat sipil
yang tidak terlibat perang tidak menjadi sasaran penyerangan (Hasi/ Wawancara
dengan Asep Usman Ismail, Peneliti Radikalisme, tanggal 2 Desember 2013).

4 Saidurrahman, “Fikih Jihad dan Terorisme: Perspektif Tokoh Ormas
Sumatera Utara” dalam Asy-Syir'ah, Jurnal limu Syariah dan Hukum, Vol. 46 No. 1
Januari-Juni 2012.
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Muslim di Indonesia lebih tepat sebagai dzimmi (yang harus dilindungi).
Mereka adalah rakyat Indonesia non Islam, sebagaiman ummat Islam,
membayar pajak kepada negara dan mengakui adanya suatu aturan
yang harus dipatuhi bersama. Mereka karenanya harus dilindungi
Negara dan kaum Muslimin di Indonesia, selama tidak membuat
kerusuhan secara nyata.

Karena alasan-alasan di atas, NU merekomendasikan agar
Pemerintah bertindak tegas untuk memberantas terorisme. Namun,
bukan dengan cara yang telah dilakukan oleh teroris itu sendiri. Jadi, di
satu sisi, para teroris harus ditumpas. Namun, di sisi lain, Pemerintah
harus melindungi hak asasinya sebagai manusia yang berhak hidup. Di
sini, Pemerintah harus memberikan pemahaman yang benar kepada
mereka, agar tidak terjebak pemahaman yang dianggap benar versi
mereka secara terus menerus dan meresahkan masyarakat banyak
secara umum.

Berbeda dengan kaum fundamentalis jihadis yang mengukur
kekafiran dengan pemerintah yang tidak menerapkan seluruh hukum
Islam secara harfiah, termasuk pidannya, dan juga masyarakat yang
mendukungnya, NU memiliki ukuran/batas kekafiran dalam Islam
yang sesuai pandangan mayoritas ulama. Hasil keputusan Muktmar NU
2010 menyebut: “Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar
tethadap rukun iman (dasar keimanan), rukun Islam (dasar keislaman)
dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari Rasulullah (wa “ulima bi al-
dhariirab maji’ al-rasil bi). ¥ Jika itu terpenuhi, tidak ada alasan untuk
menganggapnya Muslim dan tidak ada alasan untuk memeranginya.

NU juga berbeda dengan kaum fundamentalis Islam yang alergi
dengan hukum/UU buatan manusia. NU memandang hukum positif
yang dibuat oleh kelembagaan legislatif yang mengatur persoalan
maskiit ‘anhu (pekara yang secara eksplisit tidak diatur agama [al-Qut’an
dan hadis]), bisa diikuti dan diterima sebagai bagian dari hukum yang
berlaku, sesuai penegasan Utsman bin ‘Affan. Yang harus ditolak

adalah hukum postif yang bertentangan dengan hukum syar7 saja.

4 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 895.
46 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukun Islam, hal. 911.
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Pandangan NU yang berbeda dengan fundamentalisme Islam
atas item-item di atas—yang dalam riset ini dipakai untuk mengukur
fundamentalis tidaknya pola keagamaan ormas yang diteliti—tentu
bisa dipahami, karena NU adalah ormas Islam yang rasio Islamnya
adalah rasio kemaslahatan dan rabmatan lil ‘dlamin berdasarkan QS. Al-
Anbiya:107. Mengukur Islam atau bukan atas sebuah pandangan atau
gerakan, dalam NU, adalah apakah pandangan atau gerakan itu sesuai
dengan kemaslahatan publik dan menjadi rahmat untuk semua atau
tidak. Jika ya, berarti Islam. Demikian sebaliknya. Dalam NU, yang
dijadikan ukuran Islam, selain yang lebih memberi maslahat (ashlab),
juga yang lebih memberi manfaat (anfz). ' Di kalangan NU  dikenal
kaidah fikih: “Tasharruf al-Imim ‘ald ar-Ra‘iyyah manith bi al-mashlabah”
(tindakan pengausa atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan).
Dalam NU, dikenal juga kaidah fikih: “Dar'u al-mafisid muqaddam ‘ali
Jalb al-mashalih” (menghindari kerusakan harus diutamakan ketimbang
upaya mendatangkan kemaslahatan). **

Sejalan dengan kemaslahatan di atas, dalam keputusan NU tahun
1938, darurat dipandang membolehkan hal-hal yang dilarang agama.
Pengertiannya adalah situasi dimana seseorang atau kelompok sosial,
jika tidak mengetjakan yang dilarang tersebut akan membuat ia/mereka
binasa atau mendekati binasa. *

Tentu saja kemaslahatan sebagai fondasi Islam, dalam praktik
sejarah NU, tidak berjalan selamanya, meski garis besarnya demikian.
Keterikatan pada pendapat empat mazhab, terutama mazhab Syafi’l,
dan juga keterikatan pada pendapat imam-imam di kalangan Syafi’iyyah
membuat NU juga kadang tidak progressif dan kurang terikat
masalahat. Bahkan, pemahaman harfiah atas teks kitab-kitab klasik dan
pertengahan sebagai rujukan utama NU terjadi. Misalnya dalam soal
perubahan peruntukkan wakaf seperti menukar tanah wakaf untuk

masjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya.”” NU dalam kasus

47 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Islam, hal. 756.
48 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 762-764.
49 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 214
50 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 204.
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ini mengharamakannya dengan mengikuti Imam as-Syafii, meskipun
dalam keputusan NU yang membahas hal ini juga dikutip juga
pendapat Imam Hanafi yang membolehkannya. Demikian juga dengan
penjualan barang wakaf. Ia hanya boleh dijual saat sudah rusak. Itu
pun, jika kemalahatannya hanya dengan dijual. *' Keterikatan pada
skrip/harfiah teks / yubi® dalam Hadis yang disebut juga dalam kitab
fikih di NU sangat tampak.

Hal yang sama terlihat dalam: (1) Keputusan Konferensi Besar
Syuriah NU 1957 dalam isu bolehnya kaum perempuan menjadi
anggota DPR/DPRD. Dalam keputusan itu, hak perempuan untuk
menetapkan hukum (/zzdmil hukmi) sebagai hakim tetap ditolak. Bahkan,
untuk menjadi anggota DPR pun, perempuan harus mendapat izin dari
yang berhak memberi izin (suami/wali).”* Belakangan, keputusan itu
diperbaiki dengan membolehkannya seperti juga menjadi kepala desa.
Namun hal ini, kalau keadaan memaksa. ¥ (2) Larangan laki-laki
Muslim menikahi perempuan ab/ al-Kitib (Yahudi dan Nasrani), jika
perempuannya itu bukan dari keturunan ah/ al-Kitib yang sudah
menjadi @b/ al-Kitib pada masa Nabi, karena harfiah mengikuti
pendapat Imam as-Syafii”* Padahal, harfiah teks al-Qurian
membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ab/ al-Kitib. (3)
Zakat tidak boleh dijadikan modal usaha, karena fakir msikin
dipandang sebagai ah/ rusyd (pihak yang bisa mengatur sendiri),
meskipun dalam keputusan Muktamar 1989 diralat (dibolehkan),
selama dengan izin mustabiq. 3

Ini artinya keharusan mendahulukan untuk merujuk pada
pendapat empat imam mazhab, terutama Imam as-Syaft’l, dan juga
jeharusan mendahulukan pendapat para imam-imam dari mazhab

Syaft’i ketimbang langsung merujuk langsung pada Qur’an dan hadis,

51 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 333.

52 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Isiam, hal. 296.

53 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Isiam, hal. 338-340.

5 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 314.

5 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 401, 467-
468.
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membuat NU terbelenggu. NU menjadi sulit merespon secara bebas
atas persoalan terkini yang konteksnya memang sudah jauh berbeda.
Bahkan, keharusan ini di NU sendiri tampaknya tidak lagi
dipertahankan dalam praktik. Sejak akhir 1990-an, keputusan hasil
sidang babs al-masd’il-nya (pembahasan masalah aktual), tidak lagi kuat
terikat kitab-kitab klasik. Lebih jauh, dalam sebagiannya sama sekali
tidak ada rujukan kitab klasik. Hasil Sidang Komisi Ahkan dalam
Muktamar 1994 tentang Kepentingan dalam Konteks Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara misalnya, NU hanya merujuk dua kitab
kuning. Itu pun posisinya tidak lagi sebelumnya sebagai rujukan utama,
tetapi rujukan pendamping saja. Rujukan utamanya justru al-Qur’an
dan hadis. Bahkan, dalam isu lingkungan hidup semuanya merujuk
pada al-Qur’an dan hadis. Kitab kuning (klasik dan pertengahan) hanya
ada di ##em “Langkah-Langkah Menanggulangi Lingkungan Hidup”. Itu
pun tidak sebagai yang utama. Bahkan, dalam hasil Keputusan
Musayawarah Alim Ulama 1997 tentang Imam dan Demokrasi, NU
sama seckali tidak merujuk pendapat ulama dalam kitab kuning (klasik
dan pertengahan). Demikian juga dengan isu kedudukan wanita dalam
Islam, juga tidak merujuk kitab kuning. Semua yang dirujuk adalah al-
Qur’an dan hadis. >

D. Kata Serapan/Ambilan Arab dan Moderatisme NU

Dalam bagian ini, yang paling utama dirujuk adalah buku tebal
(1012 halaman) terbitan NU berjudul, So/usi Problematika Aktual Hukum
Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-
2010), meski di atas juga telah banyak dirujuk. Buku ini seperti buku
himpunan keputusan Majlis Tarih Muhammadiyah. Isinya adalah hasil

A

keputusan sidang babtsul masa’il (pembahasan masalah aktual) di NU”

56 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktual Hukun Isiam, hal. 759-784.

57 Jika di NU ada Babtsul Masail Diniyyah, maka Muhammadiyah ada Majelis
Tarjih, di MUI ada Komisi Fatwa, dan di PERSIS ada Dewan Hisbah. Fungsi dan
tujuannya kurang lebih sama, yaitu merespon isu-isu kontemporer yang terjadi di
tengah masyarakat dan mendesak dicarikan status hukumnya, karena belum dibahas
para ulama fikih terdahulu.
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yang dikoordinasikan lembaga shuriyah. Forum ini biasanya diikuti oleh

ulama NU yang berada di luar struktur organisasi, termasuk para

pengasuh  pesantren.” Buku ini sengaja  diurujuk  karena
merepresentasikan NU. Pertimbangannya adalah, pertama, buku ini,
sesual judul, merupakan buku yang menghimpun hasil keputusan
Babtsul Matsail NU sejak tahun 1926 hingga 2010. Kedwua, buku ini
menjadi pedoman penyelesaian masalah bagi kalangan NU.

Berdasarkan kajian atas buku yang menghimpun hasil keputusan
sidang babtsul masa’’l NU itu, kata serapan/ambilan Arab banyak
terdapat dalam tek-teksnya, baik yang terkait akidah, ibadah, maupun
sosial. Teks berikut dikutip dari kata pengantar buku:

“Nahdhatul Ulama (NU), scbagai jamtyyah sekaligus gerakan
dintyyah  Islamiyyah dan  gjtima’iyyah, sejak awal berdirinya telah
menjadkan paham ablussunnab waljamaah sebagai basis teologi
(dasar berakidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab:
Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sebagai pegangan dalam
berfikih. Dengan mengikuti empat mazhab ini, menunjukkan
clastisitas dan fleksibelitas sekaligus memungkinkan bagi NU
untuk beralih madzhab secara total atau (hanya: pen) dalam
beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hgjah), meskipun
kenyataan keseharaian para ulama NU menggunakan fikih
masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafii.
Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk, dan keputusan
hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren
selalu bersumber dari mazhab Syafi’i. Hanya kadang-kadang dalam
keadaan terententu --untuk tidak terlalu melawan budaya
konvensional-- berpaling ke mazhab lain.” *

Dalam teks yang terkait dengan keyakinan (akidah) dan
metodologi penetapan hukum Islam dalam NU itu, ada 34 kata
serapan/ambilan Arab dari 121 kata yang dipakai. Itu berarti dalam
teks di atas ada 28% kata serapan/ambilan Arab. Jumlah kata

5% Ahmad Muhtadi Anshar, Babtsul Masail NU: Melacak Dinamika Pemikiran
Mazhab Kanm Tradisionalis, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 1.

% Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Isiam: Keputusan
Muktamar, Munas, dan Konbes Nabdbatul Ulama (1926-2010), (Jakarta: PB NU, 2011),
hal. v.
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serapan/ambilan Arab dalam teks ini sangat banyak, karena lebih dari
seperempatnya.

Kata serapan/ambilan Arab juga cukup banyak dalam teks
buku yang terkait dengan ibadah/ritual agama, termasuk ritual setelah
kematian. Tiga teks berikut ini, meski dengan editing yang tidak apik,
memperlihatkan asumsi itu: (1) “Para ulama sependapat (j7d”) bahwa
salat wajib itu harus di-gadha’ bila tidak ditunaikan pada waktunya.
Tidak ada pendapat yang tidak mewajibkan gadhi’ kecuali pendapat
yang salah (batil), yaitu pendapat Ibn Hazm”. “ (2) “Menyediakan
makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu
hukumnya makruh, apabila harus dengan cara berkumpul bersama-
sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak
menghilangkan pahala sedekah itu”." (3) Teks yang berisi soal
bolehnya acara faul (peringatan wafatnya ualama besar) yang tertera
dalam hasil Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah NU tahun 1961:
“Sambil membenarkan keputusan tersebut (baca haul: pen.), maka
kebiasaa peringatan wafat (bau/) yang berlaku itu mengandung tiga
persoalan: (a) mengadakan ziarah kubur dan #hb/il. (b). Mengadakan
hidangan makanan dengan niat sedekah dari almrahum. Kedua
persoalan ini sudah jelas tidak dilarang. (c). Mengadakan bacaan al-
Quran dan nasehat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan
tentang sejarah orang yang diperingati untuk dijadikan suri tauladan”. *

Dalam teks pertama, ada 11 kata serapan/ambilan Arab dati 31
kata yang dipakai. Dalam teks kedua, ada 6 kata serapan/ambilan Arab
dari 33 kata yang dipakai dalam teks. Dalam teks ketiga, ada 13 kata
serapan/ambilan Arab dari 54 kata yang dipakai. Itu berarti, dalam teks
pertama, ada 35% kata serapan/ambilan Arab, dalam teks kedua, ada
18% kata serapan/ambilan Arab, dan dalam teks ketiga, ada 24% kata
serapan/ambilan Arab. Yang terbesar tentu teks pertama yang berisi

tentang ibadah murni.

60 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Afktual Hukum Islam, hal. 87.
61 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, h. 17,104
62 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Isiam, h. 326
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Meskipun kata serapan/ambilan Arab yang dipakai dalam teks
yang berisi ibadah dalam buku himpunan keputusan babts al-masd’il
cukup, bahkan sebagiannya sangat banyak, jika dianalisis dengan
analisis sintaktikal (hubungan antar kata dalam kalimat di teks) dan juga
konteks di atas, NU dalam persoalan ibadah tampak sebagai ormas
Islam moderat. Bahkan, amat moderat, karena di teks pertama, NU
membolehkan gadha’ (mengganti) salat. Dalam keadaan sulit, seorang
Muslim bisa tidak salat, meski tampaknya dengan ada dosa, tapi
kemudian  harus  meng-gadhi-nya. Seorang yang demikian,
kemuslimannya tetap dianggap tinggi oleh NU. Ini bahkan berbeda
dengan wacana yang berkembang di kalangan modernis yang tidak
mengenal gadha’ salat. Demikian juga dalam teks kedua dan ketiga. NU
terlihat sangat moderat, karena bersikap akomodatif terhadap
kebudayaan/tradisi masyarakat Indonesia, yang bekembang sebelum
Islam datang sekalipun.

Bahkan, di bagian lain dalam buku ini dibahas juga bahwa saat
tidak mengetahui arah pasti Ka‘bah, dalam salat, cukup dengan
menghadap ke arah Barat saja. © Dalam soal yang sebanding dengan
teks kedua dan ketiga, di tempat lain dalam buku ini disebut juga
bolehnya salat sunnah muthlag (tidak ada namnya) yang pahalnya
dihadiahkan kepada mayat. Pahalanya diyakini NU akan sampai ke
mayat. **

Dalam persoalan sosial budaya, kata serapan/ambilan Arab
juga tampak. Teks asli berikut ~memperlihatkan asumsi tersebut:
“Labwu” dan laghwu ialah segala hal yang tidak memberi faedah pada
orang yang mengerjakannya baik di dunia maupun di akhirat dan tidak
ada halangan apa-apa bila dikerjakan, asalkan hal tersebut tidak dilarang
oleh agama dan tidak menyebabakan lupa kepada Tuhan, apabila
demikian maka hukumnhya haram”. Dalam konteks teks, teks ini

terkait dengan alasan bolehnya menyanyi dan menari, © asalkan laki

63 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 147.
64 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 17, 104.
65 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematia Aktnal Hukum Islam, hal. 23-24.
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tidak menyerupai wanita dalam gerak gerik tarinya. Dalam teks ini, ada
7 kata serapan/ambilan Arab dari 47 kata yang dipakai. Jumlah kata
serapan ini sebanding dengan 15% kata serapan/ambilan Arab yang
dipakai dalam teks. Ini berarti, ada kecenderungan, dalam teks yang
bertisi persoalan sosial budaya, kata serapan/ambilan Arab yang dipakai
lebih sedikit. Bandingkan antara jumlah kata serapan/ambilan Arab
yang ada dalam teks ini dengan jumlah kata serapan/ambilan Arab yang
ada dalam beberapa teks yang terkait ibadah di atas.

Kendati begitu, jika dianalisis dengan analisis sintaktikal
(hubungan antar kata dalam teks yang membentuk kalimat) dan juga
konteks sosial, sejarah, dan keorganisasian NU di atas, NU -
berdasarkan teks itu-- adalah ormas Islam moderat. NU dalam teks di
atas membolehkan seni menyanyi dan menari, dan tentu saja
menonton/menikmatinya di TV atau media lainnya. Dalam
kebudayaan kontemporer, seni menyanyi dan menari adalah dua di
antara kebudayaan yang saat ini popular dan menjadi bagian dari /fe
style masyarakat.

Kesimpulan ini sesuai juga dengan temuan teks lain berikut yang
berhubungan dengan isu sosial budaya, termasuk gaya hidup dalam
teknologi kesehatan, dan juga hubungan antar umat beragama, jika
dianalisis dengan cara yang sama. Dalam bagian lain dalam buku
himpunan keputusan babts al-masii/ ini, NU memandang: (1)
berdasarkan pendapat yang paling sahih dan terpilih, aurat perempuan
adalah seluruh anggota badannya, termasuk di dalamnya rambut,
kecuali wajah dan telapak tangan. ® NU dalam hal ini tidak mewajibkan
memakai cadar sebagaimana dalam tradisi Islam fundamentalis. (2) NU
juga memandang bayi tabung dibolehkan Islam, asalkan sperma yang
dimasukkan ke dalam rahim wanitanya adalah sperma suaminya dan
cara mengeluarkan spermanya tidak diharamkan agama. * Hal yang
sebanding dengan bayi tabung adalah alat kontrasepsi KB (Keluarga

Berencana) yang secara umum dibolehkan NU. Bahkan, vasektomi dan

66 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 132,
67 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 370.
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tubektomi (operasi kelamin yang membuat pembuahan sperma pada sel
telur tidak dimungkinkan) dibolehkan juga oleh NU, jika keduanya
merupakan bentuk sterilisasi yang tidak mematikan fungsi keturunan
secara mutlak. Artinya, kemampaun berketuruan dari laki-laki atau
perempuan yang melakukannya bisa dikembalikan, tidak merusak dan
tidak menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. ® (3) NU juga
membolehkan doa bersama antar umat beragama, jika cara dan isinya
tidak bertentangan dengan syari’at Islam. NU juga tentu saja
membolehkan kerjasama dengan non Muslim, selama dalam urusan
dunia yang ada manfaat positifnya bagi umat Islam.

Moderatisme NU juga akan tampak dalam teks yang terdapat
dalam buku yang dikaji dan yang terkait dengan masalah ekonomi, jika
dianalisis dengan cara yang sama, yatu telaah atas kata serapan/ambilan
Arab dengan analisis semantik sintaktikal dan kontekstual. Terkait
persoalan bunga pinjaman dalam koprasi, di buku himpunan hasil babzs
al-masd’il ini, NU memandang bahwa jika itu disyaratkan oleh koperasi
sebagai pihak peminjam, maka hukumnya haram. Jika tidak ada syarat
atau perjanjian, maka hukumnya boleh. Namun, jika pengambilan
bunga itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka ada dua
pendapat.  Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian lagi
membolehkannya. Pendapat NU ini didasarkan pada kitab Fath al-
Mu‘in karya Syeikh Zainuddin al-Malibati, I“Gnab al-Thélibin karya
Syeikh ad-Dimyati, dan Bughiyyah al-Mustarsyidin karya Abdurrahman
Ba’alwi.” Karena itu, bunga bank konvensional oleh NU dalam hasil
Muktamar NU 1937, disamakan dengan bunga pinjaman dalam
koperasi tersebut.”’ Demikian juga dengan asuransi jiwa. Walaupun
dalam Muktamar NU pada tahun 1939, asuransi jiwa diharamkan
karena termasuk judi, belakangan, dalam hasil keputusan Muktamar
NU tahun 1992, dibolehkan dengan syarat tertentu.”

68 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Islam, hal. 448.

69 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Isiam, hal. 561.

70 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Islam, hal. 242-244.

7t Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 199-200.

72 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 250, 317,
476-477.
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Sebagaimana dalam teks yang berisi tentang isu sosial budaya dan
ekonomi, kata serapan/ambilan Arab dalam buku himpunan hasil babss
al-masd’il ini juga banyak ditemukan dalam teks yang berisi tentang isu
sosial politik. Namun, kecenderungannya lebih sedikit ketimbang teks
yang terkait dengan keyakinan dan ibadah di atas. Teks di bawah ini
yang merupakan hasil keputusan Muktamar NU 1994 menunjukkan
asumst int:

“Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila, Nahdhatul
Ulama telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih,
tercantum dalam “Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam”, hasil
keputusan Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama tahun 1983,
sebagai berikut: (a) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara
Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan
agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan
untuk menggantikan kedudukan agama. (b) Sila Ketuhanan Yang
maha Esa sebagai dasar Negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD
1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid
menurut pengertian keimanan dalam Islam. (c) Bagi Nahdhatul
Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah meliputi aspek hubungan
manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. (d)
Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan
dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban
agamanya. (¢) Sebagai konsekkuensi dari sikap tersebut di atas,
Nahdhatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang
benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan
konsekuen oleh semua fihak. ”

Dalam teks ini, ada 26 kata serapan/ambilan Arab dari 141 kata
yang dipakai. Ini sebanding dengan 17% dari keseluruhan kata. Dalam
teks yang menjadi hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama
NU 1997 berikut ini, kata serapan/ambilan Arabnya lebih sedikit:
“Negara yang demokratik yang merupakan perwujudan sywra dalam
Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk
dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial

merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral

73 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 757.
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untuk meringankan beban dalam mewujudkan Pemerintah yang adil,
bersih dan berwibawa.” ™ Dalam teks ini, ada 5 kata serapan/ambilan
Arabnya dari 41 kata yang dipakai. Ini sebanding dengan 12% dari
keseluruhan  kata dalam teks. Persentasi penggunaan kata
serapan/ambilan Arab dalam teks sosial politik itu lebih sedikit
dibanding dengan semua teks di atas, terutama teks akidah dan ibadah.

Sebagaimana semua teks di atas, dua teks sosial politik itu, jika
dikaji dengan cara yang sama, yatu telaah atas kata serapan/ambilan
Arab dengan analisis semantik sintaktikal dan kontekstual, hasilnya
sama. Moderatisme NU dalam soal ini sangat tampak, bahkan terlihat
sangat akomodatif dengan kekuaasaan yang rea/. NU sejak tahun 1983
sudah menerima Pancasila, sesuai kebijakan Orde Baru tentang “asas
tunggal” Pancasila. Demikian juga dengan demokrasi sebagai sistem
politik yang berlaku saat ini. Berbeda dengan ormas Islam
fundamentalis Islam di bab III, NU menerimanya dengan sepenuh hati.
Di antara argumen yang dibangun NU adalah karena demokrasi sesuai
dengan prinsip-prinsip politik dalam Islam, yaitu: a/-‘adilah (keadilan),
al-aminab (kejujuran), dan as-syiird (kebersamaan). ”

Seiring dengan dua isu tersebut, dalam teks sosial politik di
buku himpunan hasil babts al-masa’il ini, NU juga mendukung agenda
pemberantasan korupsi. Dalam hasil Muktamar NU 2002, yang
didalamnya mengandung beberapa kata serapan/ambilan Arab,
terdapat teks yang berbunyi: “Dalam pandangan syariat, korupsi
merupakan pengkhianatan berat (ghu/iil) terthadap amanat rakyat. Dilihat
dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai
pencurtian (sarigah), dan perampokan (nahb)”. Di bagian lain dalam
buku ini, NU bahkan memandang bahwa pengembalian uang hasil
korupsi tidak menggugurkan hukuman. Hukuman yang layak untuk
pelaku korupsi adalah potong tangan sampai hukuman mati.
Berdasarkan paparan di atas, kata serapan/ambilan Arab dalam

A

berbagai teks di buku himpunan hasil babts al-masi’il yang diteliti

7 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 776.
75 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 776.
76 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukum Islam, h. 826 dan 828.
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ternyata cukup banyak. Jika dibandingkan, maka kata serapan/ambilan
Arab dalam teks-teks sosial lebih sedikit ketimbang dalam teks-teks
akidah dan ibadah. Jika dibandingkan lagi di antara teks-teks sosial,
maka kata serapan/ambilan Arab dalam teks sosial politik lebih sedikit
ketimbang sosial budaya. Namun, banyaknya kata serapan Arab dalam
teks-teks di buku itu, berdasarkan analisis semantik sintaktikal dan
kotekstual atas teks, tidak memperlihatkan NU sebagi ormas
fundamentalis. Lewat analisis cara itu, teks-teks di atas justru
memperlihatkan moderatisme NU. Banyaknya kata serapan dalam teks-
teks buku tidak mencerminkan hilangnya moderatisme.

Tentu saja temuan riset ini bisa dipahami. Pertama, bisa jadi
kenyataan itu memperlihatkan harmoni NU dengan kebudayaan yang
datang, apalagi kemudian menjadi sistem keyakinannya. NU
mempetlihatkan kebudayaan Jawa dan/kebudayan Indonesia yang
secara umum bersikap harmoni, termasuk dengan kebudayaan luar
yang datang. Indonesia pun dalam studi budaya dikenal dipengaruhi
kebudayaan India, Arab, Eropa, terutama Belanda, dan belakangan,
Amerika Serikat. Pengaruh kebudayaan-kebudayan luar itu bisa dilihat
dari body bahasa Indonesia yang mengandung kata serapan. Bahkan,
kata serapan Hindu Budha dalam konteks teks keislaman masih bisa
ditemukan. Demikian juga dengan kebudayaan Barat. Dalam teks
pertama yang dikutip dari pengantar buku di atas memperlihatkan
selain ada banyaknya kata serapan/ambilan Arab, juga kata serapan
pengaruh Hindu Budha India dan Barat. Misalnya kata pesantren
(untuk menunjuk tempat santri Hindu-Budha belajar) dan  kata teologi
dan felesibekitas, kata serapan dari bahasa Inggris. "’

Kedna, kata serapan Arab memang merupakan realitas dalam
bahasa Indonesia. Kata serapan Arab dalam bahasa Indonesia pun

bukan saja dalam bahasa keagamaan, melainkan juga dalam bahasa

77 Pengaruh kebudayan luar dalam dunia sastra di Indonesia lihat Sukron
Kamil, “Sastra Islam Indonesia dan Persia”, dalam Relgiusitas, Jurnal Transformasi
Kependidikan dan  Keagamaan, Bidang Kajian Masjid Baitut Thalibin, Komplek
Depdiknas Jakarta, Vol: 1 No. 4, September 2007.

[37]



aLgaz (Vol.2 No.2 [Juli-Desember] 2014 1SSN: 2539-2862)

sosial budaya dan politik. Kata seperti “pantun nasehat”, kata “majlis”,
dan “dewan” memperlihatkan asumsi ini.

Ketiga, banyaknya kata serapan, juga ambilan Arab, dalam teks-
teks sosial politik pun, apalagi dalam ormas Islam, menunjukkan,
sebagaimana dikatakan Montgomery Watt, Islam memiliki relevansi
yang kuat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan. Sebab itu, kata
din (agama) dalam bahas Arab, tambahnya, tidak sama dengan re/igion
dalam bahasa Inggris. Kata itu meliputi seluruh bentuk kehidupan. Lagi
pula dalam wacana al-Quran, tulis Arkoun, terdapat zer tertentu yang
seolah hanya bermuatan agama tetapi ternyata juga mempunyai muatan
politik. al-Quran membedakan masyarakat yang menerima Nabi dan
ajarannya, dengan yang menolak dan memusuhinya. Yang pertama
disebut Mu'mindin, sedang kedua disebut Kaifirin." Keduanya tidak
hanya menunjukan pada pembedaan bahkan pemisahan sosiologis,
melainkan juga politis.

Keempat, sebagaimana terlihat dari teks-teks di atas, meskipun
dalam bahasa Indonesia sudah ada kata yang mewakili gagasan tertentu,
tetapi tidak afdbal, jika tidak menggunakan kata serapan/ambilan Arab,
meski dalam isu non agama sekalipun. Di sini menujukkan kata yang
sama maksudnya (sinonimi), secara makna memang tidak berarti sama.
Kata  “persamaan” meski sama maksudnya dengan kata
“egalitarianism” dan  “wusawabh”, tetapi kata musawah saat digunakan
dalam bahasa Indonesia lebih memperlihatkan cita rasa agama Islam.
Tiga kata ini sama dengan tiga kata seperti kata “ayah, papah, dan ab:”.
" Kata abi lebih bercita rasa agamis. Tampaknya, menggunakan kata
serapan/ambilan Arab dianggap menjadi more Islamic dalam penampilan
dan kesan ketimbang tidak menggunakannya. Di sinilah pula tepat, jika
disebut bahasa merepresentasikan pikiran dan budaya orang atau

kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dijelaskan di bab II.

8 W. Montgomery Watt, Islamic Political Thonght, (Edin-burg: University Press,
1987), hal. 29 dan Mohamed Atkoun, Berbagai Pembacaan Alquran, (Jakarta, INIS,
1997), hal. 207-208.

7 Lihat Abdul Chaer, Pengantar Semantik Babasa Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hal. 82-85, 65-70.
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Di sinilah pula, betapa agama memiliki daya tarik dan sentiment politik,
bahkan ekonomi, baik bagi produsen bahasa maupun pengkonsumsi
bahasa. Dalam studi budaya pun dikenal istilah komodifikasi Islam,
Islam sebagai komoditas, yang juga berlaku dalam praktik berbahasa.

Kelima, terkait dengan keunggulan bahasa Arab ketimbang
bahasa Indonesia, karena bahasa Arab lebih kaya dalam menampung
konsep-konsep keagamaan ketimbang bahasa Indonesia yang sering
kali konsep yang sama persis tidak ditemukan. Kondisi inilah yang
dulu dikeluhkan Hamzah Fansuri. Ia pun kemudian melakukan
destruksi terhadap bahasa Melayu klasik dengan memasukan banyak
kata Arab dalam puisi-puisinya demi gagasan sufistik dan estetika
bahasa. Dalam puisinya yang berjumlah 400 bait pun terdapat sekitar
800 kata Arab. Di antaranya kata fana’ (hilangnya kesadaran akan tubuh
kasat), gudus (sakaral), Ka'bah, dan syathabit (ungkapan anch [kadang
menjurus pada politheisme| yang diucapkan sufi saat menjelang
persatuan dengan Tuhan [ittithad/. * Hal yang sama terjadi dalam buku
kumpulan hasil Babtsul Matsail NU ini. Kata baul, gadha’, dan yma’ di
atas, meski ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tetapi maknanya
tidak sama bahkan tidak tepat. Kata yang berasal dari Arab jauh lebih
memiliki kekayaan makna, karena antara lain kata itu mengalami
penyempitan dan menjadi istilah dalam ilmu tertentu seperti hukum
Islam. Karenanya, dalam persoalan ibadah, kata serapan/ambilan Arab
akan lebih banyak.

Meski kata serapan/ambilan Arab dalam berbagai teks di buku
himpunan hasil babts al-masi’il yang diteliti ini cukup banyak, bahkan
pada sebagianya sangat banyak, dalam NU tidak ada penggunaan kata
serapan/ambilan Arab, terutama yang terkait dengan politik yang
popular di kalangan Islam fundamentalis.

Di NU dan dalam buku yang diteliti tidak mengenal istilah
sepetti ikhwin/ akhwiat, halagah, danrab, janlah, ghazw al-fikr, bakiniyyah,
Jahiliyyah modern, danlah Islamiyyab, kbilifab Islamiyyab, tarbiyyah Islimiyyab,

80 Abdul Hadi WM., Tasawuf yang Tertindas, Kajian Hermeneutik terhadap Karya-
Karya Hamzah Fansuri, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 204-313.
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barakah, mabda’, manhaj, usrah, bai’ab, synniil al-Islim, mabit, iqimabh ad-din,
tathbig as-syari‘ah, ‘askariyyah, tamkin al-din, thaghit, taslim, dan shaf. Ini
memperlihatkan NU, sebagaiman Muhammadiyah, memang tidak
memiliki cita-cita atau agenda Is/amic State. Karenanya, NKRI dan dasar
Negara Pancasila sduah dianggap final. Sejumlah kata serapan dan
ambilan Arab di atas NU memang dipergunakan di kalangan NU.
Misalnya kata halagah,” shaf, dan manhaj.”” Tentu saja khiththah,” yang
tidak ada di atas juga dipakai dalam NU. Namun, maknanya tidak
bermuatan politis sebagaimana dalam Islam fundamentalis. Kata
ambilan/serapan Arab yang berkembang di NU hanya terkait dengan
ibadah dan kultural. Misalnya kata fardbu, shalat, zakat, ijtibad, istikbarab,
“iddah, risywah (sogok). Kata serapan/ambilan Arab itu justru lebih
mencerminkan pandangan-pandangan moderat NU.

Kata ambilan/serapan Arab lain yang terkait dengan
keorganisasian dan bidang sosial juga menunjukkan hal yang sama
(moderatisme Islam). Misalnya &hasha ish fikrah Nabdbiyyah (ciri-ciri pola
pikir NU), vyaitu fikrah tawassuthiyah (pemikiran pertengahan), fawdzun
(keseimbangan), fikrah tasamubiyyah (pemikiran tentang toleransi), fikrah
ishlahiyyah  (pemikiran tentang kemaslahatan), fikrah tathawwuriyyah
((pemikiran tentang perkembangan), dan fikrah manhajiyyah (pemikiran
tentang metodologi). NU pun tidak pernah Zafrith (gegabah) dan #frith
(ekstrem).”

Demikian juga dengan kata serapan/ambilan Arab yang terkait
dengan pola kebangsaan NU, yaitu  akbuwwalh islamiyyabh, ukbuwwab
wathaniyyah, dan ukbuwwabh basyariyyah. Yang dimaksud dengan ukhuwwah
Islamiyyah adalah tata hubungan antar sesama manusia yang berkaitan

dengan urusan keagamaan atau keislaman. Bagi NU, wkbuwwah ini

81 Halagah yang dimaksud oleh NU adalah diskusi. Pada saat yang sama, kata
ini juga digunakan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia dengan arti pengajian
mingguan yang diikuti oleh para anggota.

82 Manhaj berarti metode. Kata ini termasuk kata ambilan dan belum resmi
menjadi bagian dari bahasa Indonesia, dan lebih umum dipergunakan, oleh sejumlah
ormas keagamaan di Indonesia, seperti salafi, NU, HTT, dan Muhammadiyah.

8 Di kalangan NU, &bittah berarti ‘landasan berpikir’

84 Nahdhatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hal. 857.
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penting, karena menjalin persaudaraan sesama Muslim yang tumbuh
dan berkembang karena persamaan akidah atau keimanan, baik di
tingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut
dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, wu‘Gmalah
(interaksi social-ekonomi), mundkabat (pernikahan), maupun »u‘Gsyarah
(pergaulan social). Ukbuwwalh wathaniyyah adalah tata hubungan antara
sesama manusia yang terkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan.
Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat
mu'GMmalah (kemasyarakatan, kebangsaan atau kenegaraan), di mana
mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan
tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan
bersama. Sedangkan wkhuwwah basyariyyah adalah tata hubungan antara
manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan yang
bersifat universal. Tata hubungan ini meliputi hal-hal yang berkaitan
dengan kesamaan martabat dan kesamaan untuk mendapatkan

kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.*

F. Penutup/Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, kata serapan/ambilan Arab dalam
buku Bahtsul Matsaz/ NU ternyata cukup banyak. Yang terbanyak dalam
bidang keyakinan (tauhid) dan ibadah/ritual agama, termasuk di
dalamnya ritual setelah kematian. Dalam Babtsul Matsai/ NU juga
terdapat banyak kata serapan/ambilan Arab yang terkait dengan isu
sosial budaya, ekonomi dan polittk. Namun, ketimbang dengan
keyakinan dan ibadah, jumlah kata serapan/ambilan Arab yang terkait
dengan budaya, ekonomi dan politik cenderung lebih sedikit.

Namun, banyaknya kata serapan/ambilan Arab dalam Babtsul
Matsail itu, berdasarkan analisis teori mentalistik dan semantik
sintaktikal atas teks, tidak memperlihatkan NU sebagai ormas
fundamentalis. Lewat cara analisis itu, teks-teks di atas justru
mempetlihatkan moderatisme NU. Banyaknya kata serapan dalam teks-
teks di buku tersebut tidak mencerminkan hilangnya moderatisme.

85 Nahdhatul Ulama, So/usi Problematika Aktnal Hukuns Isiam, hal. 755-756.
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Berdasarkan  kajian  semantik  sintaktikal  atas  kata
serapan/ambilan Arab, dalam soal ibadah, NU sebagaiaman tercermin
dalam Babtsul Matsail, membolehkan gadhi’ (mengganti) salat dan saat
tidak mengetahui arah pasti Ka‘bah, dalam salat, cukup dengan
menghadap ke arah Barat saja. Dalam soal kebudayaan, NU dalam teks
buku ini membolehkan seni menyanyi dan menari, dan tentu saja
menonton/menikmatinya di TV atau media lainnya. Dalam bidang
ekonomi, jika pengambilan bunga bank sudah menjadi kebiasaan
masyarakat, maka ada dua  pendapat.  Sebagian  ulama
mengharamkannya, sebagian lagi membolehkannya.

Kata serapan/ambilan Arab dalam buku yang menjadi rujukan
warga NU yang menunjukkkan moderatsime juga terdapat dalam kaitan
dengan keorganisasian dan bidang sosial. Misalnya kata fikrab
tawassuthiyah (pemikiran pertengahan), zawazun (keseimbangan), fikrah
tasamubiyyah (pemikiran tentang toleransi), fikrah ishlihiyyah (pemikiran
tentang kemaslahatan), dan fikrah tathawwuriyyah ((pemikiran tentang
perkembangan). NU tidak pernah Zafrith (gegabah) dan #frith (ekstrem).

Dalam bidang politik, NU mengenal ambilan Arab #khuwwab
islamiyyah  (saudara sesama Muslim), wkbuwwah wathaniyyah (saudara
sebangsa), dan #kbuwwalh basyariyyah (saudara sesame manusia). Di NU
dan dalam buku yang diteliti di tas tidak mengenal istilah politik Islam
yang bisa dipakai oleh kalangan salafi/fundamentalisme politik atau
jihadis. Mislanya kata z&bwin/akbwit, balagah, daurah, jaulah, ghazw al-
fikri, bkimiyyah, jahiliyyab  modern, dawnlah Islamiyyab, kbilafah Isiamiyyab,
tarbiyyah Islamiyyah, harakab, mabda’, manhaj, usrah, bai'ah, synmil al-Isiim,
mabit, igamab al-din, tathbiq as-syari‘ah, ‘askariyyab, tamkinuddin, thaghit,
taslim, dan shaf. Ini memperlihatkan NU, sebagaimana Muhammadiyah,
memang tidak memiliki cita-cita atau agenda Islamic State. Karenanya,
NKRI dan dasar Negara Pancasila sudah dianggap final dalam NU.

Banyaknya kata serapan/ambilan Arab dalam tradisi NU di atas
tentu bisa dipahami, karena: (1) memperlihatkan harmoni NU dengan
kebudayaan yang datang, apalagi kemudian menjadi sistem

keyakinannya (Islam). (2) Kata serapan/ambilan Arab memang
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merupakan realitas dalam bahasa Indonesia yang bisa dengan mudah
ditemukan di kamus. (3) Banyaknya kata serapan, juga ambilan Arab,
dalam teks-teks sosial politik pun dalam ormas Islam seperti NU,
menunjukkanlslam memiliki relevansi yang kuat dengan organisasi
politik dan kemasyarakatan. (4) Sebagaimana terlihat dari teks-teks di
atas, meskipun dalam bahasa Indonesia sudah ada kata yang mewakili
gagasan tertentu, tetapi tidak afdbal, jika tidak menggunakan kata
serapan/ambilan Arab, meski dalam isu non agama sekalipun. (5)
Terkait dengan keunggulan bahasa Arab ketimbang bahasa Indonesia,
karena bahasa Arab lebih kaya dalam menampung konsep-konsep
keagamaan ketimbang bahasa Indonesia yang sering kali konsep yang

sama persis tidak ditemukan.
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